SALINAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

. a. bahwa sesuai dengan Arah danjdaini Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah serta Strategi dan Prioritas Umumgaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, yang telah disepakati bersama aamamerintah Daerah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tarigg&lopember 2004
perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja badéota Probolinggo
Tahun Anggaran 2005 ;

. bahwa dalam upaya kelancaran pelaksanaan sebagaimaksud pada huruf

a Konsideran ini, maka perlu menetapkan Anggasemd&atan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2005 yang dituangkan dalaatu?an Daerah Kota
Probolinggo.

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1@5@ang Pembentukan Kota Kecil di

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, damaJBarat ( Berita
Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;

2. Undang-Undang Nori@ Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No®& Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telahldidéragan Undang —
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara T894 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nori8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®7 18omor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimiahadiebah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Nedaepublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaregafd Nomor
4048);



4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bemlehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Isteorieahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 );

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Eetukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 N&8yolrambahan
Lembaran Negara Nomor 4389)

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang HRetakan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noh2&; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah llidéagan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahudb 20embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangn®amgan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah @amiNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaragaftd Nomor
4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang é€lenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Niepee (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Bdrab Lembaran
Negara Nomor 3851);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 200tang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 NMomM021)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perhehltiaor 84 Tahun
2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2B8@ior 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 200@ng Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Nedsrpublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaragafd Nomor
4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 200tartign Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Ndfd , Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4024);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 200Qarign Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran NegapabiRk Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Né@&Y);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 20@@rg Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran tdedepublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaragafd Nomor
4028);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 200@rgrKedudukan Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran NegaraulRi&plndonesia
Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara N6@29);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200larngntPajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nahi8, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200larngntRetribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nali®, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

17. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Probolinggonor 13 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran ID&eta Probolinggo
Tahun 2001 Nomor 9).

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENNG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Amggabagai berikut :

1. Pendapatan Rp.177.105.300.675,00
2. Belanja Rp. 184.466.778.675,00
Surplus/ (Defisit) Rp. 7.361.478.000,00

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 7.361.478.000,00
b. Pengeluaran Rp. 0,00
Rp. 7.361.478.000,00

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan BeldDdgerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiraati#an Daerah ini yang
terdiri dari :
1. Lampiran | . Ringkasan Anggaran PendapatarBa¢emnja Daerah ;
2. Lampiran 1l . Rincian Anggaran Pendapatan delaija Daerah ;



3. Lampiran I . Daftar Rekapitulasi APBD berddsan Bidang

Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah ;

4. Lampiran IV :  Daftar Jumlah Pegawai Per Golandan Per Jabatan ;
5. Lampiran V . Daftar Piutang Daerah ;
6. Lampiran VI . Daftar Pinjaman Daerah ;
7. Lampiran VI :  Daftar Investasi (Penyertaan Mdaerah ;
8. Lampiran VIII : Daftar Aktiva Tetap Daerah ;
9. Lampiran IX . Daftar Dana Cadangan.
Pasal 3

Lampiran — lampiran sebagaimana dimaksud dalaml Rasaerupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4
Sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Waliletatapkan Peraturan tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daahain Anggaran 2005.

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggahiari 2005
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelagngan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaramb#&eta Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Januari 2005

WALIKOTA PROBOLINGGO,
ttd,
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 21 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO
ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2004 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. MC. TABI'IN, SH, MM
Pembina Tk. |
NIP. 510 103 983




